KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang - Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan
menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal
90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan
Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan dalam
Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal
76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal
82, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang  Pemilihan, = Pengesahan,  Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang
pemungutan dan  penghitungan suara di  tempat
pemungutan suara;

bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala ~ Daerah  dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
Pemungutan Suara;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang ~ Nomor 22 Tahun 2007  tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah  terakhir = dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umumy;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
tentangPedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun
2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat

Pemungutan Suara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

Pemungutan Suara
Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor

01/Kpts/ KPU-Prov-33/PKWK/2011 tentang Tahapan dan
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2011.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033 /PKWK/2011 tanggal 14
Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 03/BA/111/2011 tanggal 14 Maret 2011
tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011,
Pengesahan Petunjuk Teknis Pemilukada, dan Penambahan
PPS.

MEMUTUSKAN :

- Pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan

Wakil

Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana terdapat

pada lampiran I, lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.



KEDUA : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di: Mamuju
Pada tanggal : 13 April 2011
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Lampiran] : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  PROVINSI
SULAWESI BARAT
NOMOR  : 10 /Kpts/ KPU-Prov-033 / PKWK / 2011
TANGGAL : 13 April 2011

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PENDAHULUAN

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi
Barat dalam melaksanakan setiap tahapan dan jadwal, KPU Provinsi Sulawesi
Barat dianggap perlu dibuatkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Kkepala daerah dan wakil
kepala daerah di tempat pemungutan suara

Dan ini sangat penting artinya karena Pedoman Teknis adalah Bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

Pemungutan Suara.

TUJUAN

Sebagai Pedoman Teknis bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
dalam melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan

Suara.

KETENTUAN UMUM
A. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut
Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten adalah penyelenggara
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS,
adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat
Pemungutan Suara.

5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat
pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai
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pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1
(satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut
pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang
dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Bagian 96 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan
pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bagian 33
dan Bagian 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2008.

Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi
mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang
bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS.

Pemantau adalah pelaksana Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU
Provinsi.

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman
kepada asas :

. mandiri;
. jujur;

adil;
. kepastian hukum;
. tertib penyelenggara Pemilu;
kepentingan umum;
keterbukaan;
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h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;

k. efisiensi; dan

1. efektifitas.

IV. KETENTUAN KHUSUS

1. Pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan
Kepala Daerah berakhir.

2. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan dengan
memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama
pasangan calon.

3. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (1}, dilakukan pada hari
libur atau hari yang diliburkan.

4. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat atas usul KPU Provinsi Sulawesi Barat.

5. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul
13.00 waktu setempat.

6. Pemberian suara untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan
calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

7. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar
pemilih tetap.

8. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

9. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah
tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada
PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.

10. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta
surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan
kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.

11. Pemilih sebagaimana dimaksud dalam point (9), kemudian pindah tempat tinggal,
pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu
pemilih atau surat keterangan dari PPS.

12.PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada
pemilih sebagaimana dimaksud pada point (11), selanjutnya dalam daftar
pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat “pindah tempat tinggal”.

13.PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana
dimaksud pada point (11) dalam Daftar Pemilih Tambahan.

14. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak
pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS
lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.

15. Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada point (14) meliputi sesuatu
keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat
dihindari pada saat pemungutan suara ataukarena kondisi tak terduga diluar
kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di



rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak
dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.

16.Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (15)
antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau,
Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas
pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan
kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan
masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

17. jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

18. TPS sebagaimana dimaksud pada point (17), ditentukan lokasinya di tempat yang
mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih
dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

19. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi
Sulawesi Barat.

V. PEMUNGUTAN SUARA
A. Perlengkapan

(1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan
penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :

a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

b. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah;

c. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Sulawesi Barat sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar
pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen),
beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :

1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;

2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 4
(Empat) buah;

3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Sulawesi Barat sebanyak 15 (lima belas) buah;

4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS
(formulir seri C- KWK.KPU beserta lampirannya);

5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label,
spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ball point.

d. daftar dan gambar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk
ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;

e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh
PPS,;

f tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal
Saksi sebanyak sesuai keperluan;

g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah
pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;

h. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan
suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan



i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik
transparan.

(2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
pada point (1) hurufc, dimasukkan ke dalam kotak suara.

(3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf b,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke
dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.

(4) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap
keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan
suara di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), point (2), dan point

(3)-

(5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :

2 surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada
point (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara; dan

b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada point (3) selambat-

lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud
pada point (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang
dapat menjamin keamanannya.

. Pembagian Tugas

(1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada Anggota KPPS mengenai :

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
b. pembagian tugas Anggota KPPS dan pengamanan
TPS.

(2) Pembagian tugas Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana
dimaksud pada point (1) hurufb, ditentukan :

a. apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang:

1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS pertama bertugas memimpin
rapat pemungutan suara;
2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua
KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta
lampirannya;



3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan
masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam
surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap,
membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan
untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-
jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-
laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggata KPPS
keempat berada di dekat pintu masuk TPS;

4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu
giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke
bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat
tempat duduk pemilih;

5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan
memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam
melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan

6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan
keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu
keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada
pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

b. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan Ketertiban dan
keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di
depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang
dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau
berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.

(3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus

sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

. Pengumuman dan Pemberitahuan

1.

Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan
suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di
TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.

Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana
dimaksud pada point (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di
Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya.

Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara
di TPS (Model C 6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS
sebagaimana dimaksud pada point (3), menandatangani tanda terima surat

pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.

Apabila  pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat



menyampaikan  surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS
kepada kepala keluarga atau Anggota keluarga lainnya, serta menandatangani
tanda terima.

6. Dalam Model C 6-KWKKPU sebagaimana dimaksud pada point (3),
disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan
suara di TPS.

7. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK.KPU, diberi kesempatan
untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat- lambatnya 24 jam sebelum hari
dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

8. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud
dalam Bagian 5, belum menerima Model C-6 KWK.KPU, melaporkan kepada
Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-
lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.

9. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana
dimaksud pada point (8), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar
pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.

10. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap,
Ketua KPPS berdasarkan Kketerangan Ketua PPS memberikan Model C-6

KWK.KPU.

11. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi
dan/atau Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih
tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

. Penyiapan TPS

. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di
lokasi yang telah ditetapkan.

. Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), harus sudah selesai
selambat- lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :

a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua
puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;

b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS
kedua, dan Anggota KPPS ketiga;

c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk
TPS;

d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat
duduk pemilih dan bilik suara;

. tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
f. tempat untuk duduk Anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
g. meja dan tempat untuk duduk Saksi pasangan calon;



h. tempat untuk duduk Pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-
masing sebanyak yang diperlukan;

i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS,
jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS
berhadapan dengan tempat duduk pemilih;

j.  bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk
Ketua KPPS dan Saksi pasangan calon, dengan Kketentuan jarak antara bilik
pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;

k. papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah
dipasang di dekat pintu masuk TPS;

. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir
Model C2- KWK.KPU) ukuran besar;
papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;

n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat
pencoblos surat suara; dan

0. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

4. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan
sebagaimana dimaksud dalam point (1).

5. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
Saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana

Kampanye tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS.

6. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada point (5) tidak
terbentuk di suatu Kabupaten, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai
politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat
Kabupaten.

7. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada Saksi
pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara di TPS.

8. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam point (1), berpedoman pada
ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh)
meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan
di TPS sebagaimana dimaksud dalam point (3).

9. Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada point (8) harus dapat
menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.

10. TPS sebagaimana dimaksud pada point (8), dapat diadakan di ruang terbuka
dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :

a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih, dan Saksi
pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan
serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan



suara di bilik suara;

b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika
memberikan suara membelakangi tembok/dinding.

11. TPS sebagaimana dimaksud pada point (8), diberi tanda batas dengan
menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

12. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam point (8), dapat menggunakan ruang
gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan
masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk
halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari

pengurus gedung atau tempat tersebut.

13. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai
tempat pemungutan suara.

VI. PEMUNGUTAN SUARA

A. Kegiatan Pelaksanaan
a. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama
Anggota KPPS, melakukan kegiatan

a) memeriksa TPS dengan perlengkapannya;

b) memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;

c) menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara
beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan

d) memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat
duduk vang telah disediakan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (1) diawasi oleh Saksi
pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu
setempat.

b. Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada hari dan tanggal
pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.

2. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana
dimaksud pada point (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan
pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.

3. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada
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point  (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara

dilanjutkan.

_ Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada Saksi pasangan calon
yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud
dalam point (1), Ketua KPPS melakukan kegiatan :

a) memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan Saksi
pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye
pasangan calon:

b) membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di
atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan
menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi
dan dicatat dalam formulir Model C-4 KWK.KPU;

¢) memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi pasangan calon yang hadir
bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup
kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat
yang telah ditentukan;

d) memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi pasangan calon yang hadir
bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;

e) menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara
sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang
tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan

f) mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar
pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;

. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya
serta di saksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga
masyarakat serta Saksi pasangan calon.

_Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (5)
dan point (6), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih
mengenai :

a) tujuan pemberian suara;

b) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;

¢) pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap
ke meja Ketua KPPS dan Saksi pasangan calon;

d) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;

e) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara
rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali
dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;

f) sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan

g) pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih
setelah pemilih memberikan suara.
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8. Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada point (7) hanya
dilakukan 1 (satu) kali.

9. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana
dimaksud dalam point (7) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan
sah ditentukan sebagai berikut :

10.

11

12.

a)
b)

c)
d)

e)

surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan

tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu
pasangan calon; atau

tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor,
foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau

tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom
yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau

tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto,
dan nama pasangan calon.

Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi Kketentuan

sebagaimana dimaksud pada point (9), suaranya dinyatakan tidak sah.

Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam point

(7), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :

a)

b)

d)

Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah
ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;

Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS
tidak membawa kartu pemilih, permilih yang bersangkutan
menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas
sah lainnya kepada Ketua KPPS;

memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan
prinsip  urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan
menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada
Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;

Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut
dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap
untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar
pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “V"; dan

Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pemilih dalam keadaan
terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau
rusak.

KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan

melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih
tetap untuk TPS.
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13. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang
bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan
menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih,
dengan ketentuan :

1. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan

2. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia,
pemilih  yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat
vang masih tersedia surat suara.

14. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih,
dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada point (13)
dalam formulir Model C-8 KWK.KPU.

VII. Pemberian Suara

1. Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam
point (11) huruf d diatas, menuju bilik pemberian suara untuk
memberikan suara.

2. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon
pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.

3. Sebelum mencobios surat suara sebagaimana dimaksud pada point
(2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas
pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat

4. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada
SUrdt suara, Karena akan Derakipat sudranyd menjadi udak san.

5. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara
sepert  semuid seilingga tanda w@ngan Rewua REFS Lewap daidim Keadddi
terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.

6. Pemilih setelah memberikan suaranva. menuiu ke tempat kotak suara dan
memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan
ke dalam kotak suara.

7. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada
salah satu jari tangan.

8. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam point(1-7),
berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan
fisik lain.

9. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik
lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas
KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

10. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada point (9), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
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dibantunya.

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih
sebagaimana dimaksud pada point (9) dan point (10) ditetapkan dalam
Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.

12.Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih
tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
sebagaimana dimaksud dalam point (9), Ketua KPPS menugaskan Anggota
KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan

menurut cara sebagai berikut :

a) pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS
keenam membantu pemilih menuiu bilik vemberian suara. dan
pencobiosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
b) pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra,
Anggota KPFS keiima membantu meiakukan pencobiosan surat suara
sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;

13.Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemiiih tunanetra.
tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana
dimaksud dalam point (12), pencoblosan surat suara dilakukan oleh
pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.

14. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra,
tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana
dimaksud pada point (12) dan point (13), wajib merahasiakan pilihan
pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan
dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.KPU.

15. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan banwa
yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah

hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggote

KPPS, Saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk
memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.

16. Setelah semua Anggota KPPS, Saksi pasangan calon, dan pemilih
dari TPS lain sebacaimana dimaksud pada point {15} selesai
g il e A e R e A S e ) wig  Cantest’ SRl bl e
memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di
TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan
dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

17. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum

ln} 1300 vara bzt tem t

a. Persiapan
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. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh
semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

a) mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang
formulir Model C-2 KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk Saksi
diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat
diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

b) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa,
sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu
formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong
plastik pembungkus serta segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan peralatan TPS lainnya; dan

¢) menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta
menyiapkan anak kuncinya

. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat
sampai dengan selesai.

. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada point (2),

KPPS menghitung :
a) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap

untuk TPS;
b) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih

Tetap untuk TPS;
c) jumlah pemilih dari TPS lain;
d) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
e) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru

dicoblos;

. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (3), dilakukan di TPS
oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu
Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat.

. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada point (2) dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua
KPPS dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.

. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
point (2), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan
dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.

. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (2), dilakukan dengan
cara yang memungkinkan Saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan,
Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas
proses penghitungan suara.

. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi pasangan calon yang
hadir sebagaimana dimaksud pada point (7), dapat mengajukan keberatan
terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-
hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan
penghitungan suara.
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2 Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan
penghitungan suara di TPS.

3. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) Anggota, pembagian tugas ditetapkan :

a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS
ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS:

b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1
KWK.KPU;

c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas
mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan
oleh Ketua KPPS dengan menggunakan  formulir hasil penghitungan
suara di TPS(Model C-2 KWKKPU) ukuran besar;

d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti
oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing
pasangan calon; dan

e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk
Ketua KPPS, antara lain merangkan meniadi netugas keamanan TPS.

4. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh
Anggota KPPS, melakukan kegiatan :

a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan
pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;

b. membuka kotak suara dengan diSaksikan oleh semua yang hadir;

c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan
meletakkan di meja KPPS;

d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut
kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;

e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat
pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara
untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;

f mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud
pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara
(Model C-2 KWK.KPU); dan

g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang di
saksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi pasangan calon.

5. Ketua KPPS meneliti dan menentukan sah dan tidak sahnya hasil
pencoblosan pada surat suara

6. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara
di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungau
suara di TPS.



10.

11.

12.

13-

14.

15

16.

-16 -

Saksi Pasangan Calon, Pegawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga
masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses
penghitungan suara di TPS.

Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS. keberatan warga
masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada point (10) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan

pembetulan.

Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada point (8),
wicatat aengan menggunakan formulir Model C-3 KWK.KPU.

Anabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada point (9) dan point (10) atau tidak
terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan
suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir
Model C-3 KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL"

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap
proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud point (8), tidak
menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Point (4), Ketua KPPS
dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah
dineriksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan
memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan

b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah
diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara
yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang
disediakan

Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita

acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan

pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta memhuat sertifikat

hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di

TPS.

Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada point (15) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
sekurang-kurangnya Z (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani
oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna
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biru atau ungu atau hijau.

Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada point (16),
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam
kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan
sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani
oleh Saksi pasangan calon yang hadir.

Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada point (17) dimasukkan ke dalam kotak suara,
pada bagian luar ditempel label serta segel.

KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan dlsegel berisi

Dr\vﬂl‘-l\ /\n’\v« r-\vd- F\!rﬁf 1‘--—;’:3 ?“::‘:':'::A:E—‘;',T*’:;‘ ; =%
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kelengkapan admlmctram pemungutan dan penghltungan suara kepada PPK
melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar
(Model C-9 kwkkpu) dan Tanda terima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

di tetpal pemunguian suara (Modei C-10 kwik.kpuj

KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara | Model C KWKKPU),
Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara (Model C-1
KWKKPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1
KWK.KPU) kepada Saksi masing-masing pasangai Caion yang hadir, Pengawas
Pemilu Lapangan, PPK dan KPU Provmsi melalui PPS masing-masing sebanyak

1 foobn) ranalon oania mm.,\m“nnmn 4 [ontn) vamelrnn | omniran Madal 01
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KWK KPU di tempat umum.

) KDPPS selain memherikan salinan Borita Acara dan Scrtifikat Hasil Penghitungan

ara Gas IMAL 2ACATAL A wai/iiatlainGad

Suara dan menempelkan Lampiran Model C-1 KWKKPU di tempat umum
dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS
juga menyampaikan Lampiran Model C-1 KWK.KPU kepada PPS untuk
keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
KEljd Iro ueigdll tdid EHEMpPEikall pdud ddidiid  PelguiiuLidil uesd/

kelurahan.

23. KPPS dalam kenerluan nengamanan hasn rexamouiast perhitungan suara

24.

menyerahkan salinan Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan
Penghitungan Suara (Model C-1 KWKKPU), dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) kepada KPU Provinsi
melalui PPS dan KPU Kabupaten.

Penyerahan salinan yang dimaksud pada point (23) oleh KPPS sudah
dimaksudkan dalam sampul khusus yang tertutup dan tersegel.
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25. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan
kepada masing- masing Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada point

3 1: Asrnlic A +an “
hasil foto copy atau salinan yang dituiis Gengan ta %

26. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada point {25) ditulis dengan tangan, salinar
tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

IX. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

¢

N

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian

dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan
cahaya;

c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang
telah ditentukan; dan/atau

e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat

suara tidak sah.

Pemunoutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusuhan yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan
suara tidak dapat dilakukan.

Pemungutan suara di TPS dapat di ulang sebagaimana dimaksud pada point i2)
apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti
terdapat satu atau lebih dari keadaan :

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara
tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan ;

b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani,

atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan ;
c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS
yang sama atau TPS yang berbeda;

d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan
oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada point
(1) noint (2) dan noint 2} dinutuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan
Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari
pemungutan suara.
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Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di
PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

10.

11.

12,

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang
menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap
yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang
dipandang perlu, KPU Kabupaten dapat membentuk TPS khusus.

Pada TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), dibentuk KPPS yang ke
Anggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima)
orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-Anggota, yang berasal dari PPS
tempat TPS khusus tersebut dibentuk.

Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada point (2) diangkat oleh PPS yang
wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.

Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada point (2), dipilih dari

dan oleh Anggota KPPS.
Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud

pada point (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat
memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten.

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaliaia wiuansuu pada point
(6), dikoordinasikan antara KPU Provinsi/KPU Kabupaten dengan organisasi
penyandang cacat.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana
dimaksud pada Point (1) dan (6) berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak
memenuhi persyaratan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dapat meminjam
kotak suara dan/ atau bilik suara pada KPU Kabupaten terdekat atau menetapkan
pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Putaran Kedua.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada point (11), dilaksanakan oleh KPU

Provinsi.
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13. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008.

X. KETENTUAN PENUTUP

Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan
ini.

KETUA

Ttd.

A. NAHAR NASADA, SH

A\ =" MUHAMMAD ARMAN, 5.Pd
{7}\- Pangkat/Gol.: Pembina/1V/a
iy . NIP:196811021996031004
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Lampiranll : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT
NOMOR  : 10 /Kpts/ KPU-Prov-033 / PKWK / 2011
TANGGAL : 13 April 2011

BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Model C - KWK.KPU)

2. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 1 -

KWK.KPU )

3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Lampiran Model C 1 - KWK.KPU )

4. Hasil Perolehan Suara untuk Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 2 - KWK.KPU Ukuran besar )

5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 3 - KWK.KPU)

4 Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan
Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan

Suara ( Model C 4 - KWK.KPU )

7. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan
Suara ( Model C 5 - KWK.KPU )

8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ( Model C 6 - KWK.KPU
untuk KPPS )

9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih ( Model C 7 - KWK.KPU )
10. Daftar Nama yang Memberikan Suara dari TPS Lain ( Model C 8 - KWK.KPU )

11. Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara Aan nenchitingan
suara di TPS ( Model C 9 - KWK.KPU )

12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. ( Model C10-

KWK.KPU)
KETUA

g
SATIRNAN SESU Al DENGAN ASLINYA

Ttd.

A. NAHAR NASADA, SH

Pangkatf Gol:: Pembina/IV/a
~ " N[Px196811021996031004

w

T

e
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MODEL C -KWK —’

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ... tanggal ......... bulan ....... tahun dua ribu sebelas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dihadiri oleh saksi
pasangan calon, panitia pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat

di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi : Sulawesi Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara
A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 WITA)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah, meletakan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang
telah ditentukan;

2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang
telah disediakan;dan

3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00 WITA)

1. Ketua KKPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WITA;

2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;

3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara,
pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah
setiap jenis dokumen dan peralatan;

4. Ketua KKPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan
daftar pemilih tetap untuk TPS; dan

5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran

D. Pada pukul 13.00 WITA Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara
telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
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II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00s/d ........ WITA

A. Persiapan sebelum pelaksaan penghitungan suara KPPS melakukan Kkegiatan
sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang
tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
serta jumlah pemilih dari TPS lain;

2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat
suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta
penggunaan surat suara tambahan; dan

3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala
Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 -

KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.
KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1.

Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat
suara yang digunakan oleh pemilih;

Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-
masing pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara:

E

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (lampiran model C 1 -
KWK.KPU);

Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU)
ukuran besar;

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan
Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan
Suara ( Model C3 -KWK.KPUJ;

Catatan Pembukaan kotak Suara, Pengeluaran Isi, Idetifikasi Jenis
Dokumen, dan Perhitungan Jumilah Setiap Jenis Dokumen Untuk
Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat
Pemungutan Suara (Model C 5 ~ KWK.KPU});

B. Lampiran Berita Acara scbagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran Berita Acara dan
dikirimkan kepada PPS :
1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 -
KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;



. .

2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 - KWK.KPU) yang diterima
KPPS dari pemilih;

3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C 8 -
KWK.KPU);

4. Surat Pengantar (Model C 9-KWK.KPU); dan

5. Tanda Terima (Model C 10 - KWK.KPU).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU :
A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta

lampirannya dibuat ..... | R— ) rangkap :

s
2

4.

5.

1(satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;

1(satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia
Pemungutan Suara (PPS);dan

1(satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupatean melalui Panitia
Pemungutan Suara (PPS);dan

g [romasmmneriniiastisssing ) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon
Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang hadir.

1 (Satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 - KWK.KPU)

sel

ain hal tersebut pada huruf A 1 (Satu) rangkap untuk Pengumuman di PPS

dan 1 (satu ) rangkap untuk KPU Kabupaten untuk bahan pengolahan data
pengamanan kecurangan perhitungan suara.

NO

1. Ketua

2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota

7. Anggota

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA TANDA TANGAN
AP S. )

..................................... AR,
................................... A
..................................... R S
TR—" )

..................................... R,
..................................... (G,

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

No Nama Saksi dari Nomor Urut Pasangan Tanda tangan
Calon Kepala Daerah dan Calon
Wakil Kepala Daerah
L,  crmssmmpsiisisiiniss  sessssseswesswisisssseversmsans I NS, )
D e b )



= ﬂ MODEL C1 —KWK.KPU |l

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum . Gubernur dan Wakil Gubernur

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa / Kelurahan

Kecamatan .

Kabupaten / Kota

Provinsi :  Sulawesi Barat

A. Data Pemilih
KETERANGAN

s URBASN LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH (3+4)

1 2 3 4 5

1. | Jumlah pemilih dalam Salinan
Daftar Pemilih Tetap (AZ + A3)
2. | Jumlah pemilih dalam salinan DPT
yang menggunakan hak pilih
3. | Jumlah pemilih dalam salinan DPT
yang tidak menggunakan hak pilih
4, | Jumlah Pemilih dari TPS lain

5

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

URAIAN JUMLAH
2 3

Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)

Surat suara yang terpakai (A2 + A4)

Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak

atau keliru dicoblos.

4. | Surat suara yang tidak terpakai. (B1 - (B2+B3)

w (N Z

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah
No. URAIAN JUMLAH
1 2 3
1. | Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. (diisi dari Huruf A Model C 2 - KWK.KPU).
2. | Surat suara tidak sah. (diisi dari huruf B Model C 2 - KWK.KPU).

Jumlah (C1+C2)=B2

e s susssns ULODEY 2033

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,




-27 - LAMPIRAN
MODEL C1 -KWK.KPU

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum - Gubernur dan Wakil Gubernur

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa / Kelurahan *)

Kecamatan

Kabupaten*)

Provinsi :  Sulawesi Barat

A. SUARA SAH (Diisi dari huruf A Model C 2 - KWK.KPU])

NOMOR DAN NAMA
e, | [ EASMIGORE NS PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA
WEPALADARRANDAN DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
WAKIL KEPALA DAERAH
1 2 3
Tulis dengan angka =
1 dan Tulis dengan huruf =
Tulis dengan angka = ...
2. dan Tulis dengan huruf =
Tulis dengan angka =
3. dan Tulis dengan huruf =
Tulis dengan angka = ...
4 dan Tulis dengan huruf =
Jumlah Perolehan Suara Tulis dengan angka =
Sah untuk Seluruh :
Pasangan Calon Tulis dengan huruf =
*) Coret yang tidak perlu
TANDA TANGAN KPPS
. RETSRaELl r Sy 3 iiisninan - AT AT - s R
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARH
S i AT . ST L T L ABTERN - TR T cuasunisas




<A .

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari huruf B Model C 2 - KWK.KPU)

No. URAIAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1 2 3
Tulis dengan angka =
SUARA TIDAK SAH Tulis dengan huruf = .

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

No. URAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1 2 3
Tulis dengan angka =
JUMLAH SUARA SAH dan " _
TIDAK SAH Tulis dengan huruf = ..sssssesssieens

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3,
dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang
benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO. Jabatan NAMA TANDATANGAN

Ketua ... | 5 )
/. Anggota = ... T, )
3 Anggota ( )
4. Anggota = ... ( )
5 Anggota = ... ( )
6. Anggota = ( )
4 Anggota = ... ( )

Saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

No Nama Saksi dan Nomor Urut pasangan Tanda tangan
Calon Kepala Daerah dan calon
Wakil Kepala Daerah
, USRS ( )
. N VO -
. SR - R, )
S — (




!
MODEL C 2 —-KWKKPU |
Ukuran Besar '

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum :  Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS) D AR
Desa / Kelurahan *) f e
Kecamatan L SR = S
Kabupaten RPN RO Ry e
Provinsi :  Sulawesi Barat
A. SUARA SAH
NOMOR DAN NAMA PASANGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON JUMLAH
CALON KEPALA DAERAH DAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BARIS
WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH RINCIAN
1 2 3 4
4 JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
b msm et CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 1
< I JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 2
3

JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 3

JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 4

JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 5

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TANDA TANGAN KPPS

(o Bisiarassesoizss 3. cissisisson AT L —— [ (I
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARH

) I ok s Bisiisarsits L — B tnseriinsss Bisicicasions Fiisivesnaviss




3

B. SUARA TIDAK SAH
3 2 3 4

SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH

C.SUARA SAH DAN TIDAK SAH
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A +B )

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO. Jabatan NAMA TANDATANGAN

1. Ketua = ( )
2. Anggota @ .. ( )
3. Anggota ( )
4. Anggota ( )
5. Anggota 3 (PR ———. )
6. Anggota = [F—————— )
7. Anggota = e { )

saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

No Nama Saksi dan Nomor Urut pasangan Tanda tangan
Calon Kepala Daerah dan calon
Wakil Kepala Daerah
; VS S vrosets (- )
S L s L semirs il
r. S e s )
S e PSS ( )
S S — ( )
Catatan:
. *) Coret yang tidak perlu

1

2. Pada kolom 3 ditulis tally (HH) tiap kolom.

3. Pada kolom 4 ditulis angka.

4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian
angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.

5. Apabila Pasangan calon lebih dari 5 pasang, kolom agar disesuaikan.



" MODEL C 3 -KWK.KPU ]

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa / Kelurahan*)

Kecamatan :
Kabupaten™*) SR LN SR -
Provinsi :  Sulawesi Barat

Catatan Pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

....................

SAKSI YANG MENGAJUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
KEBERATAN, PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

*) Bila tidak ada keberatan/Kejadian khusus agar diisi “NIHIL"



ﬂ MODEL C 4 -KWK.KPU ﬂ

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,

DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa / Kelurahan*)

Kecamatan

Kabupaten*)

Provinsi - Sulawesi Barat

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang
diterima dari PPS :

No. URAIAN KETERANGAN
1. | Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala | . lembar
Daerah
2. | Formulir Seri C Model C 1 - KWKKPUs/d ModelC9- | e, set
KWK.KPU kecuali Model C6 - KWK.KPU
3. |[Sampul ] e lembar
4. | Alat pencoblos dan alas pencoblosan | set
5. | Segel Pemilihan Umum e lembar
6. | Lem/perekat ssasmsaresaree:  DPEARE
7. |KantongPlastk @ ] e buah
8. | Karetpengikatsuratsuara | buah
9 {Spidol @@ e buah
10. | Tanda khusus/tinta e buah
11 | Ball point selain warna hitam SOV 1) F-1 1
........................... , ... Oktober 2011
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
( )

*) Coret yang tidak perlu



I[ MODELC5 —KWK.KPUJ]

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hard b .ooconionms tanggal .......... T - tahun dua ribu sebelas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan
penghitungan suara di :

Pemilihan Umum :  Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa/Kelurahan *) : s

Kecamatan Y ek e g
Kabupaten®)

Provinsi +  Sulawesi Barat

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah cadangan sebanyak ( ) lembar untuk mengganti surat
suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Oktober 2011

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

*) Coret yang tidak perlu



Il MODEL C 6 —-KWK.KPU “

SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah di TPS...., Desa/Kelurahan.........weeo... K€CAMATAN e e
diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih

2. Nomor uraf.........ccceeeeese dalam Salinan Daftar pemilih tetap.

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA
Tempat / Alamat TPS
, ...OKtober 2011
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
s )
Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.

2. Perhitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai.

3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua
KPPS dan mengisi formulir Model C 7 - KWK.KPU.

1 e o e e 4 s S R e R R S Potongdisini i o g o e o e e A e A e S
TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara
dari KPPS kepada :

Nama Pemilih

TPS / Desa / Kelurahan

Oktober 2011

Yang menerima




[EMODEL Cc7 —KWK.KPU]

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama:

Atas permintaan pemilih :

Nama:

Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendamping pemilih tersebut dalam memberikan
suara Pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bersedia
menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari

ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala
tuntutan hukum.

, ...Oktober 2011

Yang membuat pernyataan




[ MODEL C 8 -KWK.KPU J

DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN
JENIS
f KETERANGAN
NAMA PEMILIH KELAMIN NOMOR PEMILIH (ASAL PEMILIH)
| LK PR
2 B 4 5 6

b i Oktober 2011

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN
SUARA




II MODELC9 —KWK.KP!J

Kepada:

Perihal : Penyampaian Berita Acara Yth. Ketua PPK ...cccconmerrnninianns
Pemungutan Suara dan Melalui PPS.......oceevvneennens
Penghitungan Suara di TPS

Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan
pemungutan suara dan perhitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa / Kelurahan
Kecamatan

Kabupaten / Kota :
Provinsi : Sulawesi Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara penghitungan suara di
tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. 1. Berita Acara pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C - KWK.KPU)
beserta lampiran :

a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);
b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran
Model C 1 - KWK.KPU);
c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU);
d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan
Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 - KWK.KPU);
e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen,
dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
di Temapat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di
Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 - KWK.KPU);
2. Seluruh surat suara {terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak);
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 -
KWK.KPU);
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 - KWK.KPU);
5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C 8 - KWK.KPU).

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A
dimasukkan kedalam kotak suara.

e e . Oktober 2011
YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA
KELOMPOK PENYELENGGARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA
( ) ( )
NAMA JELAS NAMA JELAS
Catatan :

a. Lembar 1 untuk PPS;
b. Lembar 2 untuk KPPS.



H MODEL C 10 —KWK.KPU j

TAN RI
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NO. TIPS conmrsamsiaviiosio KELURAHAN/DESA ......ocovemrnremrmrensnesnsassssacias
TANGGAL ..o HA ...coniivionsissosinsd - S NN
Saksi Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
o _ Bede. Daerah/Pengawas Pemilu TANDA TANGAN
Lapangan
1 2 3 4
1
............................................................. £ i)
2
............................................................. TPIILRE. 0: -
3
............................................................. SRRy,
&
............................................................. ———
5
................................. IECTa—— ) - R
6
............................................................. E o sicosainaiimins 3
7
T —— )
8 N
Pengawas Pemilu Lapangan £ aamnninie )
.................................. Oktober 2011
YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
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Lampiranlll : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT
NOMOR  : 10 /Kpts/ KPU Prov-33 / PKWK / 2011
TANGGAL : 13 April 2011

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

L

KOTAE
SUARA
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BAGAN TATA CARA PEMBERIAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

TEMPAT PEMBERIAN SUARA

; 1
DAFTAR
CALON 6
PASANGAN
GUBERNUR KOTAK
DAN WAKIL SUARA
GUBERNUR
TANDA
KHUSUS
7
i R
PINTU PINTU
MASUK \ KELUAR
PIMPINAN KPPS SAKSI
2 1 3
EEE NS
4
PENCATATAN PEMARTAU
KEHADIRAN
PEMILIH
PAPAN
PENCATA1
PENGHITURK
PPy BN P o LN e R , SUARA
= == v = s mm s w2 owme e omm oo - . e +8M v e coms s v om o r——
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BAGAN PENGHITUNGAN SUARA (TPS)

TEMPAT PEMBERIAN SUARA
6 ‘e A S O 5 M il S A G 7
DAFTAR PAPAN PENCATATAN
CALON PENGHITUNGAN SUARA
PASANGAN

GUBERNUR P
DAN WAKIL :
GUBERNUR S M

A
A
K N

| (3
¥

1
A
v

PINTU
pes KELUAR
MASUK
5 4
2 3 1
b R < D A B
A s v e o e s e o s mm e e e 48M = e - -y e e s s e - —

PANWAS
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Lampiranll : KEPUTUSAN KOMISI ~PEMILIHAN UMUM  PROVINSI
SULAWESI BARAT
NOMOR  : 10 /Kpts/ KPU-Prov-033 / PKWK /2011
TANGGAL : 13 April 2011

BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
' UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Model C - KWK.KPU)

2. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 1 -
KWK.KPU )

3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Lampiran Model C 1 - KWK.KPU )

4. Hasil Perolehan Suara untuk Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 2 - KWK.KPU Ukuran besar )

5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 3 - KWK.KPU )

tathn Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan
Pawfhitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan
Suara ( Model C 4 - KWK.KPU )

7. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan
Suara ( Model C 5 - KWK.KPU )

8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ( Model C 6 - KWK.KPU
untuk KPPS)

9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih ( Model C 7 - KWK.KPU )
10. Daftar Nama yang Memberikan Suara dari TPS Lain (Model C 8 - KWK.KPU )

11. Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan nenchitiingan
suara di TPS ( Model C 9 - KWK.KPU ) :

12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. ( Model C10-

KWK.KPU)
2 KETUA
2 ﬁnlﬂk@ﬁas AI DENGAN ASLINYA
OVINSI SULAWESI BARAT
Ttd.

A. NAHAR NASADA, SH

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd., MH

% ' PangltfGol.: Pembina/IV/a
03 s "hug;ggbsl 1021996031004

* Wl
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MODEL C -KWK

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
F | DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan ... tahun dua ribu sebelas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dihadiri oleh saksi
pasangan calon, panitia pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat

di:

Tempat Pemungutan Suara (T PS)
Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi : Sulawesi Barat

Telah th%jaanakan kegiatan sebagai berikut :

1 ‘*l%rr(mgutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 WITA)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah, meletakan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang
telah ditentukan;

2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang
telah disediakan;dan

3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00 WITA)
. Ketua KKPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WITA;
. Pengucapan sumpah/janiji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara,
pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah
setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KKPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan
daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

W N Y

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran

D. Pada pukul 13.00 WITA Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara
telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
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II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 "7 — WITA

A. Persiapan sebelum pelaksaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan
sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang
tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
serta jumlah pemilih dari TPS lain;

2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat
suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta
penggunaan surat suara tambahan; dan

3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala
Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 -
KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.
KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat
suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-
masing pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

[I. A. Lampiran Berita Acara:

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara (Model C1- KWK.KPU);

2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (lampiran model C 1 -
KWK.KPU);

3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU)
ukuran besar;

4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan
Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan
Suara ( Model C3 -KWK.KPU);

5. Catatan Pembukaan kotak Suara, Pengeluaran Isi, Idetifikasi Jenis
Dokumen, dan Perhitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk
Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 - KWK.KPU);

6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat
Pemungutan Suara (Model C 5 - KWK.KPU);

B. Lampiran Berita Acara scbagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran Berita Acara dan
dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 -
KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
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2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 - KWK.KPU) yang diterima
KPPS dari pemilih;

3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C 8 -
KWK.KPU);

4. Surat Pengantar (Model C 9-KWK.KPU); dan

5. Tanda Terima (Model C 10 - KWK.KPU).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1 - KWK.KPU :
A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta
lampirannya dibuat ..... [E— - 1-1)

1
y &

4.

5.

1(satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;

1(satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia
Pemungutan Suara (PPS);dan

1(satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupatean melalui Panitia
Pemungutan Suara (PPS);dan

IS (R ) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon
Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang hadir.

1 (Satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 - KWK.KPU)
selain hal tersebut pada huruf A 1 (Satu) rangkap untuk Pengumuman di PPS
dan 1 (satu ) rangkap untuk KPU Kabupaten untuk bahan pengolahan data
pengamanan kecurangan perhitungan suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA TANDA TANGAN

1. Ketua = e (S —— )
2. Anggota P ——— )
3. Anggota 00000 e § eannensrsissiiimp )
4. Anggota bovconsitean )
5. Anggota [ ———— )
6. Anggota ST ——— )
7. Anggota  ——— )

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
No Nama Saksi dari Nomor Urut Pasangan Tanda tangan
Calon Kepala Daerah dan Calon
Wakil Kepala Daerah

L sucnmsmms esesiinessmssmppiomssssivs fidisnnnt congarsonsiitin )
B i il i cmnnssndacxennsdingt )
[ SR — s e et )
4.



MODEL C1 -KWK.KPU

1

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum - Gubernur dan Wakil Gubernur

Tempat Pemungutan Suara (TPS) SRR
Desa / Kelurahan

Kecamatan T —

Kabupaten / Kota

Provinsi . Sulawesi Barat

A. Data Pemilih
KETERANGAN

. UINARRD LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH (3+4)

1 2 3 4 b

1. | Jumlah pemilih dalam Salinan
Daftar Pemilih Tetap (A2 + A3)
2. | Jumlah pemilih dalam salinan DPT
yang menggunakan hak pilih
3. | jumiah pemilih dalam salinan DPT
yang tidak menggunakan hak pilih
4. | Jumlah Pemilih dari TPS lain

Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

URAIAN JUMLAH
2 3

Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)

Surat suara yang terpakai (A2 + A4)

Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.

4. | Surat suara yang tidak terpakai. (B1 - (B2+B3)

w (o[ |m | |P

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah
No. URAIAN JUMLAH
1 2 3
1. | Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. (diisi dari Huruf A Model C 2 - KWK.KPU).
2. | Surat suara tidak sah. (diisi dari huruf B Model C 2 - KWK.KPU).
Jumlah (C1 +C 2)=B2

.......................... , + «weeeeeee OKtOber 2011

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,




LAMPIRAN
MODEL C1 -KWK.KPU

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum . Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS) V' sttt S
Desa / Kelurahan *)
Kecamatan
Kabupaten*)
Provinsi : Sulawesi Barat
A. SUARA SAH (Diisi dari huruf A Model C2 - KWK.KPU)
NOMOR DAN NAMA
| PEROLEHAN SUARA SAH HPASANGAN (lﬁ‘nwmm
. WAKIL KEP?LA DAERAH 5
Tulis dengan angka = ... sssssssssssasasees
L dan Tulis dengan huruf = i
"""""""""""""""""" Tulis dengan angka = ...
2 dan

Tulis dengan huruf

..................................... Tulis dengan angka = .mmnssssssmssssssmsssssensss
3. dan Tulis dengan huruf = ...
Tulis dengan angka = .....cmmmesmmmsssssssssssssssmsssssss
4.
dan Tulis dengan huruf =
Jumlah Perolehan Suara Tulis dengan angka =
Sah untuk Seluruh .
Pasangan Calon TUhS dengan huI'Uf E  sesesssssssuseassinnssnsnnsssstnsssanaransansansasanse

--------

*) Coret yang tidak perlu

TANDA TANGAN KPPS
; S——— : T K T L. T B iz — y _—
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARH
) N— y A— - T e A — i coisinsi &




i

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari huruf B Model C 2 - KWK.KPU)

No. URAIAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1 2 3
Tulis dengan angka =
SUARA TIDAK SAH Tulis dengan huruf = s

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

No- URAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1 2 ]
Tulis dengan angka =
JUMLAH SUARA SAH dan . )
TIDAK SAH Tulis dengan huruf =

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3,
dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang
benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO. Jabatan NAMA TANDATANGAN

8 Ketua (——— )
2. ANGEOta e ( )
3. Anggota ( )
4.  Anggota ( )
5. Anggota L )
6. Anggota " (— )
7. Anggota ( 3

Saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

No Nama Saksi dan Nomor Urut pasangan Tanda tangan
Calon Kepala Daerah dan calon
Wakil Kepala Daerah
L covseeans  ———— )
B cn—— e - )
K J—
; - )
............................ ( e )




MODEL C 2 -KWK.KP
Ukuran Besar

'}

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum - Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa / Kelurahan *) SO
Kecamatan A St Py
Kabupaten 3« o
Provinsi . Sulawesi Barat
A. SUARA SAH
NOMOR DAN NAMA PASANGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON JUMLAH
CALON KEPALA DAERAH DAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BARIS
WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH RINCIAN
1 % 3 4
* JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
""""""""" mimiimimimem=o=o L CATON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 1
& JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 2
3 e o e S JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 3
4 Prosemm s
s e e R R S JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 4
B
............... ee______ | JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH NO. 5
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TANDA TANGAN KPPS
) DO 2 3 4 A R—

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAK.IL KEPALA DAEARH

T — 7 A K (A— . Buisisgnuviss Osesnsassiissi 74
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B. SUARA TIDAK SAH
1 2 3 4
SUARA TIDAK SAH
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH

C.SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B )

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO. Jabatan NAMA TANDATANGAN

1. Ketua ( )
2. Anggota ( “)
3. Anggota ( —
4, Anggota ( )
5. Anggota sessemsessmmossasmeamateisssasssemcesossesas (E—— )
6. Anggota = e — )
7. Anggota = s ' ks ssmiioti )

Saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon wakil Kepala Daerah

No Nama Saksi dan Nomor Urut pasangan Tanda tangan
Calon Kepala Daerah dan calon
Wakil Kepala Daerah

: TR, ( )
y A —— R —— )
r. GO ( )
R —————— ( )
<SR ———————— [ osssmmsmsommusmmmasiasmensssinss )
Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu

2. Pada kolom 3 ditulis tally (H) tiap kolom.

3. Pada kolom 4 ditulis angka.

4.

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian
angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.
5. Apabila Pasangan calon lebih dari 5 pasang, kolom agar disesuaikan.



MODEL C 3 -KWK.KPU

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum . Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa / Kelurahan*)

Kecamatan

Kabupaten*) : "

Provinsi :  Sulawesi Barat

Catatan Pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

...........

----------------------------

-------------------------------

-------------------------------------------------

nnnnnnnn

--------

---------------------

-------------------------------------------------

----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

SAKSI YANG MENGAJUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
KEBERATAN, PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
( ) ( )

*) Bila tidak ada keberatan/Kejadian khusus agar diisi “NIHIL"



" MODEL C 4 -KWK.KPU

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,

DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum . Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (1) R ——

Desa / Kelurahan*) R RN

Kecamatan DR

Kabupaten*)

Provinsi - Sulawesi Barat

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang
diterima dari PPS :

No. URAIAN KETERANGAN
1. | Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala | e lembar
Daerah
2. | Formulir Seri C Model C 1 - KWKKPU s/d ModelC9- | e set
KWK.KPU kecuali Model C6 - KWK.KPU
8 iSemmnd 0 g lembar
4. | Alat pencoblos dan alas pencoblosan | set
5. | Segel PemilihanUmum | e lembar
6. |Lem/perekat | e buah
7. | KantongPlastk | e buah
8. | Karetpengikatsuratsuara | e buah
9 |spdld e buah
10. | Tandakhusus/tinta | e buah
11 | Ball point selainwarnahitam | e buah

............................ , ... Oktober 2011

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

*) Coret yang tidak perlu



ll MODEL C 5 -KWK.KPU |l

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini .. tanggal ..o bulan ..cccee tahun dua ribu sebelas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan
penghitungan suara di:

Pemilihan Umum . Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa/Kelurahan *) -

Kecamatan OO ——

Kabupaten*)

Provinsi - Sulawesi Barat

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah cadangan sebanyak » (———— ) lembar untuk mengganti surat
suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

5 Oktober 2011

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

*) Coret yang tidak perlu



MODELC® —KWK.KPU

SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah di TPS...., Desa/Kelurahamn...........ocomemeen KECAMALAI  eveeererrenserssamsnsssnssnssansnnss
diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih

2. NOMOT UrUt...ccceveeserensane dalam Salinan Daftar pemilih tetap.

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal 5] bisnam s
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA
Tempat / Alamat TPS : R
............................. , ..Oktober 2011
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
SR )
Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.

2. Perhitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai.

3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua
KPPS dan mengisi formulir Model C 7 - KWKKPU.

..... e e e A e Potongdisini e o
TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara
dari KPPS kepada :

Nama Pemilih
TPS / Desa / Kelurahan

v Oktober 2011

Yang menerima




|! MODEL C 7 —-KWK.KPU H

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama:

Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama:

Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendamping pemilih tersebut dalam memberikan
suara Pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bersedia
menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari
ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala
tuntutan hukum.

, weOktober 2011

Yang membuat pernyataan




" MODEL C 8 -KWK.KPU Il

DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN
JENIS
KETERANGAN
LK PR
1 2 3 4 5 6
, w..Oktober 2011
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN

SUARA




MODEL C 9 -KWK.KPU

Kepada:

Perihal: Penyampaian Berita Acara Yth. Ketua PPK ...conrvininnincsenses
Pemungutan Suara dan Melalui PPS....ccovnmsiinnseees
Penghitungan SuaradiTPS e
......................................... di-

Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan
pemungutan suara dan perhitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa / Kelurahan LS ——
Kecamatan
Kabupaten / Kota H

Provinsi ' :Sulawesi Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara penghitungan suara di
tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. 1. Berita Acara pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C - KWK.KPU)
beserta lampiran :

2. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);
b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran
Model C 1 - KWK.KPU);
c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU);
d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan
Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 - KWK.KPU);
e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran lsi, Identifikasi Jenis Dokumen,
dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
di Temapat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
f Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di
Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 - KWK.KPU);
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak);
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 -
KWK.KPU);
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 - KWK.KPU);
5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C 8 - KWK.KPU).

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A
dimasukkan kedalam kotak suara.

.......................... ., we.. Oktober 2011
YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA
KELOMPOK PENYELENGGARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA
) [ sosussmnmimmmmsmss )
NAMA JELAS NAMA JELAS
Catatan :

a. Lembar 1 untuk PPS;
b. Lembar 2 untuk KPPS.



[ MODEL C 10 -KWK.KPU ll

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NO.TPS  ecccimnensassnasnenem KELURAHAN /DESA ...oovvemeuinnrmnimmssassssnsssnsnsnsess
TANGGAL .cvvvvernerrnssssnsnsanns 3 7.1 1 (P ;1. (P
Saksi Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
NO NAMA Daerah/Pengawas Pemilu TANDA TANGAN
Lapangan
1 2 3 4
1
.............................................................  PR——
2
e e g s
3
............................................................. ' SO
-
............................................................. P—
5
............................................................. f . posusrn ezt
6
............................................................. — )
7
............................................................. f oosusesmententon 3
8
Pengawas Pemilu Lapangan ' S——— )
.......................... , w. Oktober 2011
YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,
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. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  PROVINSI
SULAWESI BARAT
NOMOR : 10 /Kpts/ KPU Prov-33 / PKWK /2011

TANGGAL : 13 April 2011
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BAGAN TATA CARA PEMBERIAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
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PASANGAN
GUBERNUR
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MODEL A3 - KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
il KAB/KOTA 1) :.oove.....
DESA/KELURAHAN 1) .......... PROVINSI & .oeeeen.
KECAMATAN E arbh s
Halaman : ............
STATUS O ENIS
URUT |  NOMOR PEMILIH NAMA PEMILIH TEMPAT DANTANGGAL | UMUR/ | pERKAWINAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
(B/S/P) k [ _Pr
n > 3 4 5 ] 7 8 9 10




MODEL A3 - KWK.KPU

TPS KAB/KOTA 1) :............
DESA/KELURAHAN 1) PROVINSI
KECAMATAN ..
Halaman
STATUS JENIS
NO. TEMPAT DAN TANGGAL UMUR/
URUT NOMOR PEMILIH NAMA PEMILIH LAHIR USIA PER(KAWI:IAN ICkELAl\»'III;Iar ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10

Catatan : Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal ..................

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Status Perkawinan
B = Belum nikah Nama Tanda tangan
S = Sudah nikah
P = Pemah n|kah 1. Ketua ..........................................................................
Jenis Kelamin : 2ANGQOLE e s
Lk = Laki-laki
Pr= pempuan 3.Angg°ta .....................................

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

........................



MODEL AS - KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN e s S
KABUPATEN/KOTA : A —
PROVINSI
Halaman: ..........
PEMILIH TERDAFTAR JUMLAH
KET. 2)

No Urut NAMA DESA/KELURAHAN
LAKI-LAKI |PEREMPUAN |JUMLAH | TPS

D T T T e

Catatan :

1) = coret yang tidak perlu Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
2) = Banyaknya jumiah pemilih tambahan PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
Nama Tanga Tangan

1. Ketua
2. Anggota S T T e
3. Anggota
4. Anggota R
5. Anggota



MODEL A6 - KWK.KPU

REKAPITULAS! JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KPU KABUPATEN/KOTA 1) e
PROVINSI
Halaman: ..........
PEMILIH TERDAFTAR JUMLAH
No Urut NAMA KECAMATAN .. TPS KET. 2)
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
Catatan :

1) = coret yang tidak periu

2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

Disahkan dalam rapat pleno KPUD KAB/KOTA Tanggal .........
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama Tanga Tangan




MODEL A7 - KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH KPU PROVINSI

KPU PROVINSI
Halaman: ..........

PEMILIH TERDAFTAR JUMLAH | KET. 2)
LAKI-LAKI | PEREMPUAN| JUMLAH TPS

No Urut NAMA KABUPATEN/KOTA

Catatan :

1) = coret yang l?dak periu Disahkan dalam rapat pleno KPUD Provinsi Tanggal .........
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
Nama Tanga Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota B T

5. Anggota P o



MODEL A8 - KWK.KPU

SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TAHUN : ....... ek tisiessiiare
Nomor Pemilih TSR .. SN VRTUUN B NSRS Y WD - s SR 2
Nama RPN I S PO PRS- S o Tt o
Alamat T e s ha R s eee nin A s S AR NSRS SRR
Terdaftar dalam Pemilih Tetap
1. TPS (asal) A e o 3. Kabupaten/Kota : ................
2. Desa/Kelurahan S, e 4. Provinsi ¥ ensme e

Digunakan oleh Pemilih *) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :
1. TPS (asal) E e e e 3. Kabupaten/Kota :................
2. Desa/Kelurahan R T Y- 4. Provinsi A .

....................

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.......................................

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

CONTOH MODEL A8 - KWK.KPU

SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN

DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TBAHUN 2 coicresicsinmvirsnasisotns
Nomor Pemilih AT S O e IO S, 0 ot OB - B
NAHA: = 00000 P iBlisemessisuessiseies wepnisvanenisnep st ais et
AIBMAE == 0 D seseeseseesenbesseitesiassans st ssmire it se s ps s s R
Terdaftar dalam Pemilih Tetap
3. TPS (asal) PR T N ) 3. Kabupaten/Kota :................
4. Desa/Kelurahan 1N - 4. Provinsi

.................

....................

Digunakan oleh Pemilih “) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

3. TPS (asal) et i g , 3. Kabupaten/Kota : ................
4. Desa/Kelurahan R R - S 4. Provinsi

....................

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,




MODEL A4 - KWK.KPU

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KAB/KOTA 1) @ ............
TPS PROVINSI . ............
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN HOlBNEN ©...ooocoines
AT DAN TANGGAL | UMUR/ i e ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)

TEMP PERKAWINAN KELAMIN

i | NOMOR PEMILIH NAMA PEMILIH LAHIR USIA pc s
5 8 7 8 g 10

3

4

1 2

”



MODEL A4 - KWK.KPU

TPS KAB/KOTA 1) ... .........
DESA/KELURAHAN 1) :©........... PROVINGL :............
KECAMATAN ...
Halaman
STATUS JENIS
SO | NomoR PEMILIH NAMA PEMILIH TEMPAT DAN TANGGAL | UMUR | bepiaWiNAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)

r 2 3 s 5 8 7 8 9 10

Catatan : Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal ..................
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Status Perkawinan
B = Belum nikah Nama Tanda tangan
S = Sudah nikah
P = Pemnah nikah LB = siesneesvessmmssanmshasammeasrarrasebiiAsaY, RS
Jenis Kelamin : 2ANGEOIE e e e,
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan 3.ANGEOtE e s
1) = Coret yang tidak periu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada




FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

MODEL A3.1 - KWK.KPU

1.Provinsi .. 2. Kabupaten/Kota 3. Kecamatan

4,Desa Kelurahan/Namalain__ @ ............. 6. RT/RW/nama lain 8. TPS

7.Alamat e 8. Nama kepala rumah tangga

Nomor Pemilih Nam’”"mmy:m Nasan dpecbal = —L—":L : Umur| Jenis Kelamin Ms::fm Agama Pendidikan Pekerjaan fm‘;t::;".‘ m :;m P’"’;‘:‘“
(1) (2) (3) @) (5) (6) )] (8) (9 (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan diperbaiki [(7) Jeris Kelamin | (8) Status perkawinan (9) Agama J(10) Pendidikan (11) Pekerjaan

1. Meninggal Dunia 6. Salah nama 1. Laki-laki 1. Belum kawin 1. islam 8. Khonghucu] 1. Tdk/bim sekolah 8. D 1/1I 1. Pelajar 7. Nelayan 13. TNI

2. Pindah domisili 7.Salah alamat 2. Perempuan 2. Kawin 2. Protestan 7. Lainnya 2. Tamat SD 7.0 2. Pengurus RT 8. Industri 14. Polri

3. Tidak dikenal 8. Terdaftar ganda 3. cerai hidup 3. Katholik 3. TidaktamatSD 8. SI/DIV 3. Pensiunan 9. Konstruksi 15, Jasa lainnya

4, Salah status pemilih 9. Lainnya 4. Cerai mati 4, Hindu 4. SLTP 9 .82 4. Bimidk bekerja 10. Perdagangan

5. Salah jenis kelamin 5. Budha 5. SLTA 10. §3 5. Petani 11. Transportasi

8. Petemak 12. PNS
| (12) Status dalam rumah tangga (13) (14) Status pemilih {15) Penyandang catat Petugas PPS

1. Kepala RT 6. Orang tua 1. WNI 1. Biasa 1. Cacat fisik

2. Istri/Suami 7.Mertua 2. WNA 2. Cacat mental/jiwa 2, Cacat netra / buta

3. Anak 8. Famili lain 3. Dicabut hak pilih 3. Cacat rungu wicara

4. Menantu 8. Pembantu 4. Pidana 5 tahun 4, Cacat mental jiwa

5.Cucu 10. Lainnya 5. Tidak punya hak pllih 5. Cacat fisikimental

8. Belum punya hak pilih 6. Cacat lainnya {ovenneneoerserersrernosssscocssnsnssastareniereras assisasessns )




FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN

MODEL A3.2 - KWK.KPU

Tempat tinggal 6 bin
Lahir sebelum Pemilukada il
Jenis Status Status dalam Warga | Status |Penyandang (Kabupaten/Xota,  fNomor
Nama Umur Pendidikan Pekerjaan Kecamatan Penduduk (Diisi
rumah .
Kelamin | perkawinan tangga | negara | pemilin cacat |, Desa) (Disi oeh PPS)
Tempat Tanggal jika tidak sama dengan
tempat tinggal sekarang)
(1) 2) (3) (4) (5 (8) (8) (®) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kode Jawaban Kolom
(5) Jenis Kelamin (6) Status perkawinan (7) Agama (8) Pendidikan (9) Pekerjaan (10) Status dalam rumahtangga _
1. Laki-laki 1. Belum kawin 1. Islam 8. Khonghucu| 1. Tdi/bim sekolah 6. D1/l . Pelajar 7. Nelayan 13. TNI 1. Kepala RT 6.0rang tua
2.Perempuan 2. Kawin 2.Protestan 7. Lainnya .Dm 2. Pengurus RT  8.Industri 14. Polri 2. Istri/Suami 7.Mertua
3. cerai hidup 3. Katholik 3. TidaktamatSD 8. S1/DIV 3. Pensiunan 9. Konstruksi 15. Jasa lainny 3. Anak 8. Famili lain
4. Cerai mati 4, Hindu .82 4, Bimidk bekerja 10.Perdagangan 4. Menantu 9.Pembantu
5. Budha .83 5. Petani 11. Transportasi 5. Cucu 10.Lainnya
6. Peternak 12. PNS
(11) Warga negara _ (12) Status pemilih (13) Penyandang catat Petugas PPS
1.WNI 1. Biasa 1. Cacat fisk
2.WNA 2. Cacat mentaljiwa 2. Cacat netra / buta
3. Dicabut hak pilih 3. Cacat rungu wicara
4. Pidana 5 tahun 4, Cacat mental jiwa
5. Tidak punya hak pilih 5. Cacat fisik/mental
6. Belum punya hak pilih 8. Cacat lainnya ...)




MODEL A3.3 - KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)

Nama KepalaRumahTangg@a @ ........................cocoooooeoioiiion

TPS :
NO. 2 . Status
URUT Nama Pemilih Tambahan Tanggal Lahir - Keterangan
Yang menerima Petugas ( pengurus RT/RW)
S ) L sioussunnmsnnserssansnsanssnsiia )
Gulipgdisinl e e e e
. MODEL A3.3 - KWK.KPU
FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
Nama Kepala Rumah Tangga © .........c.oocooooereoenmireeeon i
Alamat  IUDUE U RSN RPN * -
TPS 5 e A RS R SRR e v
NO. o ' Status
URUT Nama Pemilih Tambahan Tanggal Lahir Perkawinan Keterangan
Y i Pet RT/RW)
Yang menerma. Pt bonguns RTRW)
( ) - )
Catatan :

1) Lembar pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW)
2) Lembar kedua untk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih



MODEL A - KWK.KPU

DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TPS KAB/KOTA 1)
DESA/KELURAHAN 1) PROVINSI
KECAMATAN .
Halaman  :............
STATUS JENIS
o1 NOMOR PEMILIH NAMA PEMILIH TEMPAT DANTANGGAL | UMUR/ | pERiaWINAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
(B/S/P) Lk Pr
4 5 8 7 8 8 10

3

1 2




MODEL A - KWK.KPU

B 0§ cpeeew KAB/KOTA 1)
DESA/KELURAHAN 1) @ .......... PROVINSI
KECAMATAN ...
Halaman
STATUS JENIS
NO. | NOMOR PEMILIH NAMA PEMILIH TEMPAT DANTANGGAL | UMURI | pepiawiNAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
URUT LAHIR USIA (BISIP) Lk Pr
1 2 3 4 5 -] 7 8 -] 10
c e Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal ..................
atat PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Status Perkawinan
B = Belum nikah Nama Tanda tangan
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah LKBIUE  covrrereecer s seraassasass s
Jenis Kelamin : 2ANGEOIE e s
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan 3.ANGEOEE e

1) = Coret yang tidak periu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada




MODEL Al - KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TPS KAB/KOTA 1) :...cooeevs
DESA/KELURAHAN 1) @ ........... PROVINSI
KECAMATAN ——
Halaman :............
STATUS N ENIS
o1 NOMOR PEMILIH NAMA PEMILIH TEMPAT DANTANGGAL | UMUR' | PERKAWINAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
(B/S/P) k| _Pr
[ 2 3 B 5 8 7 B o e




MODEL Al - KWK.KPU

e KAB/KOTA 1) oo,
DESA/KELURAHAN 1) @ ........... PROVINSI
KECAMATAN .o
Halaman
STATUS JENIS
NO TEMPAT DAN TANGGAL UMUR/
: PEMILIH NAMA PEMILIH PERKAWINAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
urut | NOMOR LAHIR USIA (BISP) Tk B
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
Catatan : Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal ..................
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Status Perkawinan
B = Belum nikah Nama Tanda tangan
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah 1.KetUB = creiiiiiiiisse it sessn s tesiaas sassassasssisssssiienag
Jenis Kelamin : 2ANGEOIE e s e
1.k = Laki-laki
Pr = Perempuan BANGEOIE e e
1) = Coret yang tidak periu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada




DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TPS o ied
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN
STATUS |
TEMPAT DAN TANGGAL | UMUR/ PERKAWAR
O 1 NOMOR PEMILIH NAMA PEMILIH LAHIR USIA i
> 3 4 5 8
1

MODEL A2 - kwi.kpy

KAB/KOTA 1)
PROVINSI
Halaman S i s
N NS
l}.(kELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
Pr

7

2 9



